T

Menimbang

Mengingat :

Be

De

Ce

de

3¢

4.

PERATURAN .-DsERAH
KABUPATEN DARAH TINGKAT IT KuBUMN -
NOMOR : 1§ ‘TAHUN 1987 L
CANTANG . o
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DERMOTOR'

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MaHA ESA
BUPATI KEPALA DALRAH TINGKAT II KEBUMEN,

bahwe delam rangke pemupukan dand guna membiayei pembangunan
daorah scbhagai salah. ﬁatu tugas Pcmorlntah Dacrah dalam por-
wujuden pomaksanaan otonomi yang nyuta “dan bertanggung-jawab
perlu digali sumbor-sumber pendapatan dacrah ;

bahwa masyarakat pada hakckatnya telah dapat monikmati usaha
usaha pombangunan yong dileksanakan olch Pemerintah -antara = -
lain dengan diporbaikinya jalan-jalan, baik dalam kota mau -
pun luar kota, sekalipun soelum kossluruhan mengingat komampu
an kouangan dacrch, m k@ ‘sudah sclayaknyalah jika delam usa-
ha pombangunan solangqtﬁyavmasyurwkat borpartisipasi dengon=- .
meherikan dans dalom - bontuk Rotrmbusl ParkirKendaraon Bormo-
tor ; A Ty

bahwa dongan dltotapkunnya tonpgt tompat parkir, disemping -
akan terwujudnya tortib laju-lintas sorta mgmudahkan penga -
turan parkir, kcamanqn‘pomaka¢ jolanpun akan torjamin pula

bahwa untuk maksud doxn “tujumn. torsobut diatas porlh ditetap-
kan Poraturan. Daerah: yang mnngatur tqntang ﬂetrlbusl Parkir-
Kendaraan Bermotor.

Undang-Und%né No. 5 Tahun 1974 tontang fokok-Pokok Pomorlntah '
an di Daerah ;,

Undang-Undang Noe.13 Tahun 1950 tentang POmbontukan Daorah-Da
erah. Kabupaten dalam llngkuncan Proplnsl Jawa Tengah jo. Pora
turan Pomeorintah No.3»2 Tahun 1950 :

Undang-Undang Noe.12/Drt Tahun 1957 tontang Poraturan Umum Re
tribusi Dacrah ; :

Undang~Undaeng No.3 Tahun 1965 tontang Undong-Undang Lalu—Lin <
tas dan Angkutan Jalan ﬂaya.

Dengan persctujuan Dewan Porwakllan Rakyat Dﬂor%h nabupaton Daerah Tingkat =
II Kebumen,

Menetapkan :

MEMUTUS h 4N 3

BLRATURAN DABRAH hABUPnTﬁN DAdRAH TINGnAT II ALBUMLN TuNTANG RE
TRIBUSI PARKIR thUAﬁAAN BiERMOTOR . ‘

BAB-1
"KETENTUAN  UMUM
Pasal -1,

Dalam Peraturan Dacroh ini yang dimaksud qongan :

Qe
be

Cae

d.

Pemaprintah Daorah

Peporintah Kabupaten Dderah Tingkat:IIchbumpﬁ 5

Bupati, Kepala Dacrah : Bupati Kepala Dacroh Tingkat II Kbbumén.'

Dinns Pendapatan Daorah ¢ Dinas Pondapnptan Dacrah K@bupaton Dacrah Tlng -

Jalan

1 ¢4

kat II Acobumen.

: botiap Jalan dalam bontuk apapun yang torbuka -
unguk lalu-lintas umume

Ce Tcmgat Park;’r -.coo-o-ooado‘b
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g, Tompat Parkir : Suatu tompat, jalan atau bagiannyn yang oloh Pemoxrin

$ah Daorah habupaten Docrah Tingkat II Kobumen ditun
juk sobagai Lompat Parkir Keondaraon Bormotors

f. Potugas Parkir : Potugas yong ditunjuk scbagai pomungut Retribusi Pax

kir Kendaran Bermotor,

g. Kondoraon Bormotor : Sotiap kondaradn yang digerakkan oloh poralatan toh-

nik yeng ado padd- kendaraon itu dan biasanya d;por -
gunakan untuk ponagngkutan orang otau barang dijalon,
solain dari pada kendardan yang borjalan diatas rel

BAB«II
TTBMPAT PARKIR
Pagal 2.

Dalam wilayah Kabupaton Daocrap Tingkat i Keobumen diadakan'Qan dipungut Re =
tribusi Kendaraan Bormotor koarona memporgunakon btompet parkir.

(1)

(2)

(3)

)

(2)
(3)

(%))

(2)

Pasal 3.

Tcmpat-tompar parkir ditetapkan olch Bupati Kepala Dacrah.

B-AB - III
RETRIBUSI PARKIR
Pasal 4,
Kondaraan bormétor sotiap kali mompergunakan tompat parkir dimaksud pa -
sal 3 Peraturan Dacrah ini, dikgnakan Rotribusi Parkir sobagol berikut :
G ka, Bus dan SejoniSnya D Py WA RP.'IOO,-
thmk G&ndongﬂn too.v'.-'na--ccooo.t.ooooonoooo Rp.150,-

cs Keondaraan bormotor roda dus atou 1130 esees RPe 25,- ‘
de Koendaraan bermotor sclain sub &,b dan ¢ ses HPe 50,=

Sebagai tanda tolah dibayarnya retribusi perkipr dimaksud ayat (1) pasal-
ini, kopada pengemudi diborikan karcis yang bentuk dan warnonys ditotap-
kan oleh Bupati Kopala Dacrah atas usul Kopala Dinas Pondapatan Daerah,

Hesil - pungutan rotribusi;parkip berdasarkan Porcturan Dooreh ini morupo-
kan poncrimaan daoyah dan harus disctarkan ko Kas Dacrah.

BAB - IV
PUNGUTAN DAN ADMINISTRASI aBTRIBUSI PARKIR
Pasal 5,

,Pomungutan rctribuéi parkir dan administrasinya ditugaskan kepada Dinos-

Pendapatan Dacgrah.

Kepala Dinas‘Pondapatan~Daoxah mgnunjuk petugas-potugas parkir.

Solama monjalankan tugas, petugas=petuges poarkir harus mongengkan tanda-
tanda pongonal yong ditontukan oleh Kepalp Dinas Pondapatan Dacrah.

Pasal 6.

Jika dipandang porlu atas ugul hopala Dinas Pendapatan Dacrah, Bupati: ho

pala Dacrah dapat meny,rahkan pelaksanaan pomungutan Retribusi Parkir xgo
pada fihok ketiga.

Penyerohan polaksanaen pemunguton rgtribugi parkir torsobut dalam ayat -

(1) pasal ini harus dituangkan dalom suatu kontrok kerja yang berlaku un
tuk suatu waktu tidak lobih dari 2 tchun. _

Bﬂ}é :V ¢ ooo--.l.vaoo.‘ooo-l"'
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BAB -V
KETENTUAN PIDANA
Pasal T.

Barang siapa molalkukan pcrbdatan Pelanggaran terhadap kotontuan Peraturan
Dacrah ini diencom dongan huluman kurungon sclamg-lomenya 1 (satu) bulan -
atou donda scotinggi-tingginyoe Rpe5.000,- (limaribu rupich).

BA4uB -Vl
 KUENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8.

Hal~hel yang belum. cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur -
kemudian olch Bupati Kepalp Daerah. ‘ : '
BAB - VII
K TENTUAN PENUTUP
Pasal 9,

Peraturan Daerah ini mulai borlaku scjak tongzal diundangkans

Kcbumon, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DaBRAH KABUPATLN BUPATT KiPALA DABRAH TINGKAT IT
DABRAH TINGKAT II KuBUMEN. K #.B UM EN.
Ko tua, _
ttd. : ttda.
SINGGIH RAMBLAN Drs, DADIJONO JULOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggnl 30 Degenber. 1981,
Dirmuat dalan.Lenbaran Dnerah Seri B Nomor 9.
Sekpetaris Wilayah/Drernhi
ttd. '
SOEPARNO SH,
NIP,010013919.
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PENJELALS AN
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAERAH TINGIAT II KEBUMEN

NOMOR :

18 TAHUN i 981
TENTAL x -

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR -

I« UMUM :

Dalan era penbangunan ini, Pederintah Dacrah telah dan terus mencrus

nenperbaiki jalan=jalan, baik diluax lkota neupun didalan kota.

Dengan diperbaikinya jalan-jalen itu nanpakicia poningkatan jumlah ken

" daraan bermotor schingga demi ketcrtiban lalu-lintas scorta kcamanan pong

kai jalan lainnya perlu diadakan upayz dan langkeh peongaturan Parkir Ken

daraan Bermotor, terutama di dacrah~dacrah yang ramem dengan nenunjuk =

tenpat=tenpat Parkir bagi Kendaraan Bermotor.

Agar tenpat=-tcmpat Parkir itu dapa%“501alu dalan keadasan tcrawat baik

perlu ada dana guna nembiayal perawatan dimaksude

Karenanya, Kendarean Bermotor yang xarena ncipergunakan fasilitas ten

pat Pakkir, sudah sclayaknya dikenakan pungutan Retribusi Parkire

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 )
Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5
Pagal 6

Pasal 7 s/d 9

: Cukup Jelasa

: Pada dasarnva lokasﬁ fompat Parkir adalah
dijalan milik atou yong dikuasai Pemerine
tah Daerah, apdﬁila deni keamanan dan ko
tertiban lalu~lintas lokasi tenpat parkir
harus nenpergunakon yang bukan diniliki -
atau dikuasai Penerintah Dacrah Tingkat -
II Kebumen, dinmintakan persetujuan peni =
lik/penguasa jalen lebih dahulue

: Apabila penilik/ penguasa kendaraan berno
tor nenghendaki Retribusi Parkir dapat di

Abayar dengan langsenan,

: Cukup dJelaso , _

: Penyo}ahan pelaksancan pehungutan Retribu
si Parkir kepada fihak ketiga dapat neli-
puti seluruh témpgtdeﬁbﬁt parkir/sebagian.

: Cukup Jelas 5

Kebunen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KZPALA DAERAH TINGKAT II

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
"Ketua,

SINGGIH RAMELAN,~

KEBUMEN

Drsas DADIJONO JUDOPRAJITN O e~




